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ABSTRAK 
 
 Sebagai bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan, hak untuk 
mengajukan pendapat ke pemerintah dijamin oleh hukum. Hak tersebut dapat 
dimaknai sebagai hak untuk mengajukan petisi. Meskipun demikian, hak untuk 
mengajukan petisi belum memiliki dasar hukum, sehingga belum ada jaminan hak 
bagi masyarakat sekaligus mewajibkan Pemerintah untuk meresponnya. Legalitas 
hak untuk mengajukan petisi sebenarnya telah diatur di Korea Selatan sebagai hak 
konstitusional yang diatur lebih lanjut menjadi berbagai bentuk petisi dalam 
peraturan perundang-undangan. Terdapat dua rumusan masalah, yaitu konsepsi hak 
untuk mengajukan petisi sebagai hak turut serta dalam pemerintahan dan jaminan 
perlindungan hukum terhadap hak untuk mengajukan petisi di Indonesia. 
Kemudian, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah konsep hak untuk 
mengajukan petisi dan hak turut serta dalam pemerintahan dalam sistematika 
ketatanegaraan Indonesia dan merumuskan jaminan perlindungan hukum terhadap 
hak untuk mengajukan petisi bagi masyarakat Indonesia. 
 Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum, dengan tipe penelitian 
hukum berorientasi perubahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
konseptual, pendekatan komparatif, dan pendekatan undang-undang. Dari 
penulisan skripsi ini, hak untuk mengajukan petisi memiliki unsur yang serupa 
dengan hak turut serta dalam pemerintahan, yakni hak untuk mengajukan pendapat 
kepada pemerintah. Berdasarkan perbandingan petisi di Korea Selatan, salah satu 
bentuk petisi e-People memiliki karakteristik yang sama dengan SP4N-LAPOR!, 
sebuah portal pengaduan resmi pemerintah di lingkup pelayanan publik. Akan 
tetapi, dasar hukum SP4N-LAPOR! didasari sebagai kelengkapan jalannya 
pelayanan publik. Dengan demikian, perlu adanya penyesuaian dasar hukum SP4N-
LAPOR! sebagai perwujudan hak untuk mengajukan petisi di Indonesia dalam 
rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengajukan petisi 
di Indonesia. 

 
Kata Kunci: Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak untuk Mengajukan 
Pendapat ke Pemerintah, Hak untuk Mengajukan Petisi, Petisi, SP4N-LAPOR!.  
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ABSTRACT 
 
 As part of the right to participate in government, the right to submit opinions 
to the government is guaranteed by law. As time goes, this right can also be 
interpreted as the right to petition. However, the right to petition does not yet have 
a legal basis, so there is no guarantee of the citizens' right to petition and at the 
same time obliges the Government to respond. On the other side, the legality of the 
right to petition has been regulated in South Korea as a constitutional right which 
is further regulated into various forms of petition in the legislation. There are two 
formulations of problems that will be discussed, namely the conception of the right 
to petition as the right to participate in government and the guarantee of legal 
protection of the right to petition in Indonesia. Then, the writing of this thesis aims 
to examine the concept of the right to petition and the right to participate in the 
government in the Indonesian constitutional system and to formulate a guarantee 
of legal protection for the right to petition for the Indonesian people. 
 This thesis uses legal research, with a change-oriented type of legal 
research. The approach used in the thesis are conceptual approach, comparative 
approach, and statute approach. Results from this thesis shows that the right to file 
a petition has elements similar to the right to participate in the government, 
especially the right to submit an opinion to the government. Based on a comparison 
of petitions in South Korea, e-People petition in South Korea has the same 
characteristics as SP4N-LAPOR!, an official government complaint portal in the 
scope of public services. However, the legal basis for SP4N-LAPOR! based on the 
completeness of the course of public services. Thus, it is necessary to adjust the 
legal basis for SP4N-LAPOR! as the embodiment of the right to petition in 
Indonesia in order to provide legal protection for people who file petitions in 
Indonesia. 
 
Keywords: Right to Participate in Government, Right to Submit Opinions to 
Government, Right to Petition, Petition, SP4N-LAPOR!. 
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